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PENGANTAR REDAKSI

uji syukurkami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ridha-Nya Jurnal Transformasi

Pemerintahan kembali dapat menjumpai para pembaca, di mana kami berusaha untuk
selalu memberikan informasi ilmiah secara berkesinambungan, baik hasil pemikiran (studi
kepustakaan) maupun hasil penelitian di lapangan. Jurnal Transformasi Pemerintahan Volume
7 No. 2, Oktober 2015 ini tersaji lima karya ilmiah hasil studi kepustakaan dan tiga hasil
penelitian di lapangan (studi kasus).

Hasil studi kepustakaan yang pertama tentang organ DPRD dalam pelaksanaan otonomi
daerah menurut UU Ne. 23 Tahun 2014. Kedua, kajian mengenai PNPM — program nasional
pemberdayaan masyarakat yang masif dilakukan di Indonesia sejak 2007. Tulisan ketiga, tentang
pengelolaan keuangan desa dan kesiapan aparatur pengelolanya. Keempat, tentang etika sektor
publik sebagai indikator alat ukur pencapaian visi pemerintah dalam menerapkan prinsip goood
governance. Yang kelima, tentang |mplementasn jaminan keadilan sosial di Indonesia pasca-
reformasi. -

Tiga karya tulis hasil penelitian di lapangan yakni tentang model pembiayaan untuk investasi
pendidikan pada perguruan tinggi kedinasan. Lalu, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap
transparansi kebijakan pengelolaan alokasi dana desa, dan yang terakhir mengenai peran
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak.

Sebagaimana misinya, Jurnal Transformasi Pemerintahan diharapkan dapat secara kontinyu
memberikan kontribusi akademik melalui penyampaian informasi ilmiah yang dapat menambah
‘wawasan dan mozaik kajian [Imu Pemerintahan, terlebih apabila mengacu pada Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditien Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 152/E/T/2012 Tanggal 27 Januari 2012 yang menekankan tentang persyaratan kelulusan
bagi mahasiswa untuk strata satu dengan ketentuan menghasilkan makalah yang diterbitkan pada
jurnal ilmiah, strata dua pada jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi Dikti, dan strata tiga pada
jurnal internasional. Jurnal iimiah adalah terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah yang
spesifik dan dalam bidang tertentu.

Terbitnya jurnal ini kami yakini dapat memberikan nilai tambah kepada pembaca dan para
penulisnya, juga membawa harapan untuk menumbuhkembangkan khasanah limu Pemerintahan.
Tak lupa, kami pun menunggu kritik dan saran pembaca untuk perbaikan dalam penerbitan volume/
nomor selanjutnya,

Redaksi,
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ORGAN DPRD DALAM PELLAKSANAAN
OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2014

Oleh: Susanti®

ABSTRACT

Te division of power in government as an interesting study, because
it involves partial transfer of power to local governments. Different the
federal system, in the unity system is simply transferred executive power.
Enforcement of Law No. 23 Year 2014 on Local Government which requlates
that DPRD and the regional head of the regional administration could weaken
the system of checks and balances; but with the strengthening of duties and
powers, rights, and obligations of DPRD is expected to strengthen DPRD organ
to absorb and collect the aspirations of the people so that decentralization
carn be right on target. Strengthening DPRD’s role should also be followed
revamping the Political Party Law and Election Law to boost the quality,
competence, and ethics DPRD’s candidates proposed by political parties.
Indirectly, it encourages the parties fo implement a tiered cadre system as a
means of political recruitment.

Keywords: unitary system, Law 23 In 2014, the strengthening of the people’s
representatives, system cadre,

ABSTRAK

Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan merupakan kajian menarik
sebab menyangkut penyerahan sebagian kekuasaan pemerintahan ke
daerah. Berbeda dengan sistem federal, dalam sistem kesatuan maka yang
ditransfer hanyalah kekuasaan eksekutif. Pemberlakuan UU No.23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa DPRD dan kepala
daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah dapat melemahkan
sistem ‘check and balances; namun derigan adanya penguatan tugas dan
wewenang, halk, serta kewajiban DPRD diharapkan dapat memperkuat organ
DPRD dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat sehingga
pelaksanaan otonomi daerah dapat tepat sesuai sasaran. Penguatan peran
DPRD ini seharusnya juga diikuti pembenahan UU Parpol dan UU Pemilu
untuk mendorong peningkatan kualitas, kompetensi, dan etika bakal calon
anggota DPRD yang diajukan oleh parpol. Secara tidak langsung hal ini
mendoreng parpol melaksanakan sistemn pengkaderan yang berjenjang
sebagai sarana rekrutmen politik,

Kata kunci: sistem keéatuan, Ul No. 23 Tahun 2014, penguatan wakil
rakyat, sistem pengkaderan.

PENDAHULUAN politik dan otoritas pemerintahan terpusat di
Pembagiankekuasaanseringdiasosiasikan ~ tingkat nasionai dan tidak memperhitungkan
dengan desentralisasi, sehingga seringkali  tembaga dan kearifan Ickal. Sebaliknya,

dipertentangkan dengan sentralisasi. Pada pada sistem deseniratisas! te7jadi pembagian
sistem senfralisasi, konsentrasi kekuasaan kekuasaan dantanggung iawab dari pamerintah
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:sasi dan desentralisasi dalam suatu negara
diteniukan oleh faktor sejarah, budaya, kondisi
geografis, ekonomi dan politik. Keseimbangan
ini dalam suatu negara tercantum dalam
konstitusi yang merupakan acuan dalam
hubungan pusat dan daerah.

* Sistem desentralisasi ini sangat populer,
baik dalam negara yang menganut sistem
federal maupun sistem kesatuan. Heywood
(1997: 122-123) dalam hal ini membedakan
ciri model pemerintahan dengan sistem
federal dan sistem unitaris (negara kesatuan).!
Dalam sistem federal, kekuasaan pemerintah
nasional berasal dari penyerahan sebagian
kekuasaan pemerintahan negara bagian/
provinsi sehingga dapat dikatakan kekuasaan
pemerintahan -negara bagian/provinsi
sangat luas karena mencakup kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya
dalam sistem negara kesatuan, kekuasaan
pemerintahan yang ditransfer ke daerah (focaf
government) hanyalah kekuasaan eksekutif.
Transfer kewenangan pemerintahan inilah
yang mewarnai corak dan ciri negara kesatuan.

Di Indonesia, sumber ofonomi daerah
merujuk pada ketentuan Pasal 4 UUD 1945
yang menyatakan bahwa presiden merupakan
pemegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD vyang tugas utamanya melaksanakan
berbagaiundang-undangyangmengatursemua
urusan pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal
18 UUD 1945 menjadi pijakan pemerintahan
daerah menjalankan pemerintahannya. Ada
berbagai bentuk desentralisasi, Rondinelli
(2007. 6~7) membaginya menjadi empat
bentuk, vyaitu: desentralisasi administratif,
desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, dan
desentralisasi pasar.? Menurut Surbakti (2013:
8}, Indonesia lebih kuat pada desentralisasi

1 Andrew Heywood. 1997. Politics. London:

. Macmillan. Hal. 122-123,

2 (.Shabbir Cheema and Dennis A, Rondinelli. 2007.
From Government Decentalization to Decentralized
Governance dalam Dennis A. Rondinelli dan G.
Shabbir Cheema (eds). Decentralizing Governance:
Emerging Concepts and Practices. Washington
DC: Brooking Institution Press. Hal.6-7.
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politik dan administratif dengan desenirz sz:
politik, meskipun desentralisasi fiska! zz-
desentralisasi pasar ietap ada tetapi k=:

Artinya terjadi penguatan pada penyerz-z-
tanggung jawab dalam hal manajeT=z-
sejumlah fungsi publik dari pemerintah p.sz
kepada daerah serta peningkatan kekuaszz-

pembuatan keputusan publik.

Terkait  stakeholder dalam  penys-
lenggaraan desentralisasi dan otonomi daerat
ataupun pihak yang memengaruhi pelaksanaan
desentralisasi di Indonesia, hal ini melibatkan
banyak pihak antara tain: pemerintah pusat,
kepala daerah, politisi, birokrasi, civil society;
media massa, koordinasi, penegakan hukum,
sampai para pemberontak yang ada gunung-
gunung. Tulisan ini hanya akan membatasi
pada masalah organ DPRD dalam pelaksanaan
otonomi daerah terkait dengan: posisi/
kedudukan dan fungsi, tugas dan wewenang,
hak, serta kewajiban DPRD menurut Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014.

OrcaN DPRD patam PeLaksanaan OTonowm
Daeran Menurut UU NO. 23 Tadun 2014

Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945
menegaskan bahwa anggota DPRD dipilih
melalui  pemilihan  umum;  sedangkan
gubernur, bupati, dan walikota dipilih
secara demokratis. Merujuk Pasal 2 UU
No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa
pemilihan (calon gubernur/bupati/walikota)
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan
asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil; sehingga dapat dikatakan bahwa
DPRD: dan Gubernur/Bupati/Walikota dipilih
secara - langsung oleh masyarakat melalui
pemilu® Praktik ini sebenarnya masih sama
ketika berlakunya UU No. 32 Tahun 2004.
Artinya unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yaitu DPRD dan kepala daerah dipilih
secara demokratis melalui proses pemilihan

3 Ramian Surbakti, 2013. “Defisiensi Berbagai
Aspek Kebijakan Otonomi Daerah”. Jumal lmu
Pemerintahan Edisi 43 Tahun 2013. Jakarta: MiPI.
Hal.8.

4 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.




langsuntg dari rakyat, sehingga diharapkan
mencerminkan aspirasi masyarakat lokal.

‘Nuansa sedikit berbeda’ dengan organ
DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah
menurut UU No. 23 Tahun 2014 dibanding
masa sebelumnya yaitu ketika berlakunya UL
No. 32 Tahun 2004, Bila sebelumnya Fasal 19
ayat (2) UU Nc. 32 Tahun 2004 menyatakan
bahwa penyelenggara pemerintah daerah
adalah pemerintah daerah dan DPRD; maka
dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014
Pasal 57 menyatakan bahwa penyelenggara
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/
kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD
dibanty oleh perangkat daerah. Dengan
demikian dapat dianalogikan bahwa dengan
berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 maka kepala
daerah dan DPRD merupakan dua organ
daiam satu kamar yang harus bermitra, dan
kemitraan ini dibantu oleh perangkat daerah.
Hubungan kerja antara DPRD dan kepala
daerah yang didasarkan atas kemitraan sejajar
ini tertuang dalam Pasal 207 ayat (1) UU No. 2
Tahun 2015. Rumusan ini kemungkinan untuk
membatasi peran DPRD yang sebelumnya
sering ‘kebablasan’, bahkan di berbagai daerah
kurang menjalin hubungan kemitraan yang
harmonis dengan kepala daerah. Perubahan
ke dalam satu kamar dengan kepala daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan
diharapkan  dapat memperbaiki hubungan
kemitraan. Kemitraan keduanya yang dibantu
oleh perangkat daerah mengindikasikan bahwa
unsur birokrasi daerah haruslah netral dan
mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam hubungan kemitraan ini, penyampaian
laporan  keterangan pertanggungjawaban
kepala daerah kepada DPRD tidak dapat
dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah
(Pasal 207 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014).
Hal ini tentu bertujuan untuk memperkuat
kedudukan kepala daerah sebagai mitra
hubungan kerja DPRD.

Berdasarkan UU No. 23 Tzhun 2014
posisifkedudukan dan fungsi DPRD berubah,
sebab fungsi kontrol serta checks and balances
mengalami penurunan karena menempatkan
DPRD  sebagai unsur  penyelenggara
pemerintah  daerah., Secara vyuridis ini
memberikan kesan kuat upaya mengembalikan
peran dan fungsi DPRD seperti ketika di bawah
UU No. 5 Tahun 1974 di mana pemerintah

Susanti: Organ DPRD azlam Selzoozn -
daerah terdiri dari kepala daerah dan SF=Z°
dengan demikian fungsi konirci serta cheo
and balances menjadi lemah. UU No. 23 Tahun
2014 lebih mengisyaratkan bahwa kepale
daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat
daerah merupakan satu kesatuan utuh yang
tidak terpisahkan.

Pertama, terkait dengan perubahan posisi
DPRD yang lemah dan menurunnya tingkat
kepercayaan masyarakat pada anggota
DPRD sebagai lembaga perwakilan politik
membuat posisi DPRD semakin ‘terpuruk’.
Arogansi anggota DPRD untuk melakukan
impeachment kepala daerah tentu berimplikasi
pada ketidakstabilan dinamika politik lokal
sehingga berimplikasi pada terbengkaiainya
fungsi layanan publik. Penyelenggaraan
desentralisasi dan otonomi daerah tidak bisa
dinikmati rakyat sepenuhnya sebab tidak diikuti
dengan terbangunnya pemerintahan yang
demokratis di daerah. Lembaga-lembaga lokal
cenderung dipolitisir, sehingga vyang terjadi
justru fragmentasi politik di tingkat lokal dan
munculnya politik identitas etnis yang semakin
kuat. Demokrasi yang terbangun baru pada
tahap prosedural, dan ftransfer kewenangan
masih dilihat sebagai perpindahan kewenangan
dari pemerintah pusat kepada elit-elit lokal
sebagai ‘raja-rafa kecil’ atau ‘clan-clan kecif’.
Munculnya ‘raja-raja kecil’ atau ‘clan-clan
kecil’ di daerah ini menjadi bukti bahwa fungsi
pengawasan yang dijalankan DPRD belum
berjalan optimal, sehingga check and balances
antara DPRD dan kepala daerah belum terjadi.
DPRD yang seharusnya melakukan fungsi
pengawasan di daerah dalam praktiknya
seringkali  mempolitisir  fungsinya  untuk
kepentingan individu/kelompok/parpolnya.

Kedua, terkait dengan fungsi DPRD
dalam pembentukan Perda yang dipisahkan
dengan penetapan Perda menunjukkan
adanya goodwil! dari pemerintah pusat untuk
meningkatkan kinerja kepala daerah dan DPRD
sekaligus memberikan pengawasan preventif
terhadap Dberlakunya Perda. Pengalaman
sebelumnya menunjukkan banyaknya Perda-
perda bermasalah yang bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi. UU No. 23
Tahun 2014 mengatur bahwa sebelum Perda
ditetapkan wajib mendapatkan nomor register
Perda dari Menteri bagi rancangan Perda
provinsi dan gubernur bagi rancangan perdz
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